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Abstrak 

Pelaku Usaha Mikro yang memproduksi makanan jajanan cilok,  sangat rentan terinfeksi penyakit karena bahan dasar terbuat dari ikan apabila pengolahannya kurang hati-hati besar kemungkinan akan mendatangkan bahaya bagi konsumen, hal ini terjadi di wilayah hukum Sukabumi Kota, terjadi keracunan makanan cilok yang dialami oleh murid-murid SD sebanyak 35 siswa dan gurunya, hasil dari pemeriksaan Mikrobiologi Balai laboratorium  Kesehatan  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Barat  bahwa bahan pembuat cilok mengandung ragi  Candida Species.BPSK Kota Sukabumi, tidak bisa berbuat banyak karena  tidak ada laporan masyarakat, demikian pula Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi,  dalam menyikapi kasus keracunan ini hanya dapat melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada para pedagang (bersikap kasuistis). Adapun yang menjadi Identifikasi Masalah adalah perlindungan hukum konsumen terhadap Pelaku Usaha Mikro yang tidak jujur dan  tanggung jawab pemerintah terhadap pelaku usaha Mikro yang tidak jujur. 

Perlindungan konsumen terhadap jajanan cilok berkeliling  ini tidak ada, karena sesaat setelah kejadian penjual cilok menghilang. Pemerintah bertanggungjawab terhadap pelaku usaha Mikro yang tidak jujur dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dan mempunyai peran yang penting selaku penengah di antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, Penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan agar terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Dan bagi  pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha namun telah melakukan  aktifitas  usaha, diberi waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk pengurusan perizinan usaha, melalui fasilitas elektronik yang terintegrasi.
Abstract

Micro-enterprises who produce cilok snacks are very susceptible to disease because the basic ingredients are made of fish, if the processing is not careful, it is likely to be dangerous for consumers, this happened in the jurisdiction of Sukabumi City, there was cilok food poisoning experienced by rats - 35 elementary school students and teachers, the results of the Microbiology examination of the Health Laboratory of the West Java Provincial Health Service that the ingredients for making cilok contain Candida Species yeast. and Trade in Sukabumi City, in responding to this poisoning case, they can only provide guidance and counseling to the perpetrators (be casuistic). The problem identification is the consumer's legal protection against dishonest Micro Business Actors and the government's responsibility to dishonest Micro Business Actors.

There is no consumer protection against jayanan cilok around, at any time after the incident the cilok seller disappeared. The government is responsible for dishonest Micro business actors in providing protection for consumers and has an important role as actors between business actors and consumer interests. And for business actors who do not have a business license but have carried out activities, a maximum of 3 (three) years for business licensing arrangements, through integrated electronic facilities.
Pendahuluan 

Pembangunan  dan  perkembangan  perekonomian, khususnya  di bidang industri dan perdagangan telah menghasilkan  berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi, selain itu globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi  dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa  melintasi  batas-batas wilayah daerah bahkan batas suatu negara, sehingga barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produk dalam negeri mapun produk luar negeri.
Ketersediaan bermacam-macam produk yang diperjualbelikan   secara bebas, merupakan realisasi dari terbukanya pasar bebas dan globalisasi dalam bidang perekonomian, kemudahan untuk mendapatkan hasil suatu produk yang kita inginkan menjadi pertimbangan untuk mendapatkan kualitas yang kita harapkan sesuai dengan kemampuan daya beli.  
     Menurut Yusuf Shofie “Teknologi komunikasi dan transportasi berkembang semakin canggih, sehingga mempermudah berbagai aktivitas ekonomi, keanekaragaman dan kecanggihan produksi barang dan jasa juga merupakan konsekuensi dari globalisasi ekonomi” 1)., namun demikian menurut Dedi Harianto, “ Pelaku  usaha  yang  tidak  memiliki  kemampuan  untuk bersaing dengan pelaku usaha yang kuat, kerapkali berpikiran pendek dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak benar, walaupun dengan harus mengorbankan konsumen”. 2).
Selanjutnya beliau mengemukakan, bahwa “Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain dengan mengurangi dana untuk menjaga mutu barang, sehingga biaya produksi dapat dikurangi guna keberhasilan dalam persaingan”. 3). 
Oleh karena itu,  Dedi Harianto juga mengemukakan, 

merupakan suatu hal yang sangat penting bagi  pemerintah, untuk membangun setiap negara haruslah  ada  suatu kesadaran bahwa konsumen bukan objek yang  dapat  di- eksploitasi  secara  tidak  bertanggungjawab  oleh  pelaku usaha  demi  keuntungan  sepihak, tetapi harus ditempatkan sebagai subyek yang setara kedudukannya  dengan pelaku  usaha, karena  masa depan  pelaku  usaha  sangat ditentukan oleh keharmonisan hubungan di antara kedua belah pihak 4).
     Wujud perlindungan terhadap konsumen sebetulnya merupakan perwujudan terhadap hak-hak asasi manusia, salah  satu  bentuk  perlindungan pemerintah terhadap masyarakat khususnya di bidang ekonomi adalah perlindungan terhadap konsumen yang direalisasikan oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Adapun pertimbangan pemerintah menerbitkan UUPK tersebut didasarkan kepada, tujuan  pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spriritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar.  Selain itu semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolehnya di pasar.  Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya serta di lain pihak berusaha  menumbuhkembangkan   sikap   pelaku  usaha  yang bertanggungjawab.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kepedulian konsumen serta untuk menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab, didalam UUPK diatur dengan tegas hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta diatur  pula perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggungjawab pelaku usaha, serta pembinaan dan pengawasan. Kemudian untuk mencegah pelaku usaha yang tidak jujur, pembentuk undang-undang memberikan sanksi berupa sanksi adminsitrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata

Berdasarkan penjelasan umum UUPK, diantaranya : 

Kondisi dan fenomena tersebut diatas, dapat  mengakibatkan   kedudukan  pelaku usaha  dan  konsumen  menjadi  tidak  seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas untuk  meraup  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  oleh  pelaku  usaha   melalui  kiat promosi, cara penjualan serta  penerapan  perjanjian standar yang merugikan konsumen.
Faktor  utama  yang  menjadi  kelemahan konsumen  adalah tingkat  kesadaran  konsumen akan  hak-haknya yang  masih sangat rendah, hal  ini  terutama disebabkan  oleh rendahnya pendidikan    konsumen,   oleh   karena   itu   undang-undang perlindungan   konsumen   dimaksudkan   menjadi   landasan hukum yang kuat  bagi  pemerintah dan  lembaga perlindungan  konsumen swadaya  masyarakat untuk melakukan  upaya pemberdayaan konsumen melalui  pembinaan  dan  pendidikan konsumen.
Piranti hukum yang melindungi konsumen  tidak  dimaksudkan  untuk  mematikan  usaha   para  pelaku   usaha,   tetapi  justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim   berusaha   yang    sehat   untuk   mendorong lahirnya perusahaan  yang  tangguh  dalam  menghadapi   persaingan melalui  penyediaan barang dan/atau jasa yang   berkualitas, disamping    itu, undang-undang   tentang   perlindungan  konsumen     dalam    pelaksanannya  tetap  memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. 
Hal ini dilakukan melalui upaya  pembinaan dan  penerapan sanksi atas pelanggarannya.
Hubungan timbal balik antara konsumen dan pelaku usaha tersebut, justru sering kali tidak sesuai dengan harapan konsumen, sehingga konsumen sering kali menjadi pihak yang dirugikan atas barang ataupun jasa yang dipakai atau dimanfaatkannya. Kesewenang-wenangan pelaku usaha tersebut adalah bisnis yang tidak sehat, dimana pelaku usaha mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan dampak buruk bagi konsumen. 

Tingkat kepuasan konsumen dapat diukur dengan mengetahui respon konsumen terhadap suatu produk sebagai berikut :

pertama, jika kinerja pelaku usaha lebih dari harapan konsumen, konsumen akan sangat puas. 

Kedua, jika kinerja pelaku usaha sesuai dengan harapan konsumen, konsumen akan puas. 

Ketiga, jika kinerja pelaku usaha tidak sesuai dengan harapan konsumen, tentu konsumen akan merasa kecewa.5) 
Lemahnya  posisi  konsumen  disebabkan  kuatnya  produsen (pelaku usaha). Konsumen  hanya menerima  dan  menikmati  produk  yang  dihasilkan oleh pelaku  usaha. Pada  umumnya, konsumen adalah masyarakat  berekonomi  lemah  dan  tidak memiliki banyak  pilihan  kecuali  hanya  menikmati  barang/jasa yang  diproduksi oleh  pelaku  usaha. Dan, pelaku  usaha memiliki   keleluasaan   untuk   menentukan   segala   macam kepentingannya.  

Konsumen   terbatas    jangkauan     pengetahuannya    atas   informasi tentang sifat dan mutu  barang-barang  kebutuhan yang diperlukan.6)
Identifikasi masalah
1. Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Pelaku Usaha Mikro yang tidak jujur  ?

2. Bagaimana tanggung jawab/peran pemerintah terhadap pelaku usaha Mikro yang tidak jujur dalam upaya memenuhi hak bagi konsumen dalam perspektif  perlindungan hukum  ?

Pembahasan 

Apabila kita mengacu kepada Pasal 28 C (1) Amandemen/Perubahan Kedua UUD 1945, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat  manusia.   Kualitas  hidup  yang  dimaksud  dalam  pasal   tersebut, tentunya tidak hanya ditujukan terhadap kualitas akademisnya atau kualitas ekonomis seseorang, tetapi juga dimaksudkan kualitas kesehatannya dimana salah satu diantaranya adalah asupan gizi dari makanan yang dikonsumsinya. Asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi bisa berasal dari makanan yang diolah sendiri maupun makanan yang diolah oleh orang lain (pangan olahan) atau dari makanan siap saji (pangan siap saji).
           Di  tengah-tengah  masyarakat  banyak  beredar  produk makanan siap saji/makanan jajanan, beraneka macam  cita rasa yang menggugah selera,  baik yang dijajakan dipinggir-pinggir jalan, warung-warung sampai di restoran atau mall, dari mulai harga terendah sampai harga yang relatif mahal, dengan konsumen yang beragam mulai dari masyarakat golongan bawah, menengah sampai golongan atas, banyak memburu jenis makanan siap saji/mananan jajanan tersebut. yang  menjadi bahan penelitian penulis adalah makanan jajanan murah yang di produksi oleh pelaku usaha mikro 7).   yang banyak dijajakan dipinggir jalan, disekolah-sekolah atau warung-warung kecil yang sederhana dengan harga yang relatif murah sehingga dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat seperti : pempek, otak-otak, siomay, cilok, namun rentan dengan bakteri karena bahan dasarnya utama berasal dari  dari ikan, sedangkan bahan lainnya tepung kanji dan bahan campuran lain, demikian pula dengan proses pengolahannya atau cara menjajakannya, apabila proses pembuatannya tidak memenuhi  standar  kesehatan  akan menimbulkan akibat tidak hanya mengalami kerugian materiil tetapi juga dapat menimbulkan suatu penyakit bagi konsumen. 

Di beberapa media pemberitaan baik TV maupun Mass Media bahkan media seperti internet mengabarkan beberapa kasus keracunan makanan yang disebabkan karena tercemar bakteri, salah satu contoh keracunan makanan jajanan berupa cilok, terjadi  di  Kelurahan  Cikundul  Kecamatan  Lembur  Situ  Kota Sukabumi tahun 2013, yang menimpa “sedikitnya 35 siswa dan guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Riyadathul Jannah, mereka mendadak sakit perut, mual-mual dan gatal, bahkan beberapa orang  mengalami sakit panas dan demam, sesaat setelah mengkonsumsi jajanan cilok ikan di sekitar sekolah” 8).,  menurut salah seorang guru, “ mereka dibawa ke Puskesmas terdekat, setelah mendapat penanganan medis, kondisi sebagian  siswa sudah membaik, 9). Kepala Puskesmas Cikundul Kota Sukabumi, menerangkan “ petugas Puskesmas sudah memberikan pengobatan kepada siswa dan guru yang mengalami keracunan, selain itu sampel makanan telah diamankan untuk diteliti lebih lanjut” 10).
   Berdasarkan  hasil  Pemeriksaan Mikrobiologi Balai laboratorium  Kesehatan  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Barat  No. 2408/Lap.KLB/VI/13 Tanggal 17 Juni 2013 bahwa bahan pembuat cilok yaitu ikan giling dan bahan pencampurnya mengandung ragi  Candida Species dan Mikroorganisme lain yaitu Staphyloccus Sapropthyticus, Candida atau Candidiasis adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur dari spesies Candida albicans 11). Sedangkan “ Candida Albicans adalah jenis fungi yang seperti ragi, umumnya ditemukan di dalam mulut, kerongkongan, usus, dan saluran genital.” 12). sedangkan Mikroorganisme lain yaitu Staphyloccus Sapropthyticus, yaitu sejenis bakteri yang berasal dari genus Sapropthyticus yang menjadi penyebab terinfeksinya air seni 13).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sukabumi, terkait masalah keracunan makanan cilok ini, tidak bisa berbuat banyak karena  tidak ada laporan masyarakat, dimana BPSK baru bertindak apabila ada laporan, demikian pula Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi,  dalam menyikapi kasus keracunan ini hanya dapat melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada para pedagang (bersikap kasuistis). 
Fenomena seperti ini tentunya tidak dapat dibiarkan terus menerus terjadi, harus ada campur tangan pemerintah dalam menanggulanginya, baik untuk konsumen sendiri maupun pelaku usaha agar kejadian serupa tidak terulang lagi dan tidak ada korban. Konsumen harus merasa aman dan yakin bahwa hasil produknya baik mengenai bahan-bahan yang terkandung di dalamnya termasuk bahan-bahan tambahan dan proses pembuatannya sampai kepada cara penyajiannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan pemerintah, pelaku usaha harus berikap jujur dan transparan mengenai hasil produknya. 
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan khususnya makanan yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2013 tentang pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Khusus tentang makanan jajanan, pelaku usaha harus memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan No. 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan.

Secara garis besar, ketentuan-ketentuan diatas pada intinya mengatur/ menetapkan sebagai berikut :

· Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

     Pasal 109  menetapkan  setiap  orang  dan/atau  badan  hukum   yang    memproduk si, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang di makan manusia dan lingkungan 
    Pasal 111 (1) menetapkan makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau   persyaratan kesehatan.
· Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 
Pasal 1 (1) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pasal 83 (1) menetapkan : setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 138 menetapkan : Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.

Pasal 97 menetapkan : setiap  orang  yang  memproduksi  pangan  di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan.

Pasal 98 (2) menetapkan : ketentuan  label  tidak  berlaku   bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.
· Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.

Pasal 2 menetapkan : Setiap  orang  yang  memproduksi  atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk di perdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan

    Pasal 63 menetapkan : ketentuan tentang label, tidak berlaku bagi :
· Pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak   mungkin dicantumkan seluruh keterangan ;
· Pangan yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil-kecil ;
· Pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah) 
· Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Pasal 1 (1) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pasal 1 (6) Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.

Pasal 9 menetapkan : Pedoman cara produksi pangan siap saji yang baik adalah cara produksi pangan yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :

a. Mencegah tercemarnya pangan siap saji oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang menggangu, merugikan dan membahayakan kesehatan;

b. Mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan

c. Mengendalikan proses, antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan serta penyajian.
· Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2013 tentang pencantuman Informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan kesehatan untuk Pangan olahan dan Pangan Siap Saji.  

Pasal 3 menetapkan : Setiap orang yang memproduksi pangan olahan yang mengandung gula, garam, dan/atau lemak untuk diperdagangkan wajib memuat informasi kandungan gula, garam dan lemak serta pesan kesehatan pada label pangan. 

Pasal 5 (1) Setiap orang yang memproduksi pangan siap saji yang mengandung gula, garam, dan lemak wajib memberikan informasi kandungan gula, garam dan lemak serta pesan kesehatan melalui media informasi dan promosi.

            (2) Pangan siap saji sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang di produksi usaha waralaba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki lebih dari 250 oulet/gerai.
· Keputusan Menteri Kesehatan No. 942/MENKES/SK/ VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan.

Dalam Keputusan tersebut, yang dimaksud dengan makanan  jajanan ialah makanan atau minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran dan hotel.

Mengacu kepada ketentuan perundang-undangan mengenai produksi makanan, khususnya mengenai makanan jajanan, undang-undang mengecualikannya dalam hal kewajiban mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan, bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli, demikian pula bagi pangan yang kemasannya terlalu kecil, atau pangan yang dijual dan di kemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil, hal yang sama juga terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2013, informasi tentang kandungan gula, garam dan lemak hanya diwajibkan bagi produksi usaha waralaba yang memiliki lebih dari 250 outlet/gerai, dengan demikian bagi produksi usaha mikro yang memproduksi makanan jajanan yang tidak mempunyai outlet/gerai, tidak ada kewajiban mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan. 

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 942/MENKES/SK/ VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan, hanya mengatur mengenai Penjamah makanan, Peralatan, Air, Bahan Makanan, Bahan Tambahan dan Penyajian serta Sarana Penjaja dan sentra Pedagang, Pembinaan dan Pengawasan. Yang menjadi masalah adalah apabila makanan jajanan tersebut menggunakan bahan makanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan atau penjamah makanannya yang tidak mengikuti aturan kesehatan, sehingga mengakibatkan konsumen keracunan atau lebih jauh lagi menderita penyakit atau bahkan sampai mengakibatkan kematian, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimanakah perlindungan hukumnya terhadap konsumen.
Dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa hak konsumen yaitu, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengomsumsi barang dan/atau jasa. Akan tetapi hak tersebut tidak didapatkan oleh konsumen ketika menikmati jajanan tersebut, kejadian tersebut tentu mencederai hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengosumsi barang dan atau jasa yang menyebabkan kerugian materi maupun fisik. Pelaku usaha dalam tanggung jawabnya, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan  berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan negara, tujuan terselenggaranya Negara Republik Indonesia, sebagaimana dirumuskan  dalam  Alinea  ke empat  Pembukaan  UUD 1945 adalah : 

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pengertian “melindungi segenap bangsa Indonesia” mengandung arti negara turut bertanggungjawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia yang dalam pelaksanaannya diimplementasikan di dalam UUD 1945  pasca amandemen Bab XA Pasal 28, yang pada intinya menetapkan,  bahwa setiap orang :

1. berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya; 
2. berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;

3. setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.                                                                                                                                                                    
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Negara Indonesia adalah negara hukum, menurut  pendapat  Friedrich  Julius  Stahl empat unsur-unsur rechtstaat, yaitu :

a.  Hak-hak asasi manusia

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu, ( di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias politica)

c. Pemerintah  berdasarkan  peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur)

d.  Peradilan administrasi dalam perselisihan” 14). 
 Konsekuensi ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum  adalah bahwa segala tindakan atau perbuatan subyek hukum yang berada dalam wilayah dan kekuasaan Negara Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku, dengan demikian menurut Satjipto Rahardjo :

Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita–cita serta keadaan tertentu tanpa mengabaikan dunia kenyataan oleh karenanya digolongkan kedalam norma kultur yang memperlihatkan ciri–ciri dari suatu norma yang digolongkan kedalam norma susila yang   menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang pasti akan dilakukan. 15). 
Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR mengemukan bahwa  “ Dimensi sosial ekonomi dari negara berdasarkan atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran” 16. Menurut pendapat Siagian pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu.17)
Hal ini berarti pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum. 18). 
   Menurut Van Apeldoorn Tujuan Hukum adalah “ mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki perdamaian” 19). Selanjutnya beliau mengatakan  bahwa “ perdamaian  diantara  manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia yang tertentu, kehomatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, terhadap yang merugikannya ”20)., sedangkan konsep hukum dari Roscou Pound, bahwa tujuan daripada hukum yaitu kesejahteraan semua dan setiap warga masyarakat, inilah yang merupakan cita-cita suatu welvaartstaat atau negara kesejahteraan ”21).
Di Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja, “ telah mengintrodusir sebuah teori hukum pembangunan yang menurutnya dibangun di atas teori kebudayaan dari Northrop, teori Orientasi kebijaksanaan dari Mc. Dougal dan laswell dan teori Pragmatis dari Rouscou Pound”22)., Menurut Mochtar  “Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan ”23).
Konsepsi negara hukum, mengandung asas-asas yang menjadi dasar bagi hukum perlindungan konsumen, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam salah satu penjelasan umumnya menyatakan bahwa undang-undang perlindungan konsumen di maksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, adapun asas-asas yang penting dalam UUPK yaitu : 

1. Asas manfaat
Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan  bahwa  segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus  memberikan manfaat sebesar­ besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan
Asas  keadilan  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat  diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan  kepada konsumen  dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan 
Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan  konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan

Asas  keamanan dan keselamatan  konsumen dimaksudkan  untuk  memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

5. Asas kepastian hukum. 
Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, kelima asas tersebut bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu : 

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,

2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan,

Asas kepastian hukum ” 24).

Selanjutnya beliau menunjuk pendapat Gustav Radbruch yang “menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum ”25).
Dengan demikian UUPK dapat dikatakan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang ideal karena didalamya telah mencantumkan asas-asas hukum yang berkaitan dengan ketiga asas tersebut diatas.  Hukum Perlindungan Konsumen dalam banyak aspek berhubungan erat dengan hukum perikatan, tetapi hal tersebut tidak berarti hukum Perlindungan Konsumen semata-mata ada dalam wilayah hukum perdata. Ada aspek-aspek  Hukum Perlindungan Konsumen yang berada dalam hukum publik, terutama hukum pidana dan hukum administrasi Negara. Menurut Sidharta “ Jadi, tepatnya hukum Perlindungan Konsumen ada di wilayah hukum Privat (perdata) dan diwilayah hukum Publik.” 26).
Dalam rangka meningkatkan kesadaran, pengetahuan serta kepedulian konsumen serta untuk menumbuhkembangkan sikap peaku usaha yang bertanggungjawab, didalam UUPK diatur dengan tegas hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta diatur pula perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Tanggungjawab pelaku usaha, serta pembinaan dan pengawasan. Untuk mencegah pelaku usaha yang tidak jujur, pembentuk undang memberikan sanksi berupa sanksi adminsitrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata. 

Pemberian sanksi kepada pelaku usaha, tiada lain dalam rangka usaha membentuk pelaku usaha yang mandiri, jujur dan bertanggungjawab serta memacu sikap persaingan usaha secara sehat dengan sesama pelaku usaha lainnya hingga menjadikan kegiatan usahanya berkembang menjadi usaha yang maju melalui penyediaan jasa atau barang, karena UUPK tidak hanya melindungi pelaku usaha yang besar tetapi juga pelaku usaha kecil dan menengah melalui upaya pembinaan dan pengawasan serta penerapan sanksi atas pelanggarannya.
Kaitannya dengan perbuatan pelaku usaha mikro berupa makanan jajanan cilok, dimana para pedagang tersebut ada yang memproduksi sendiri makanan tersebut, tetapi ada juga yang hanya menjajakan saja (tidak memproduksi sendiri). Pelaku usaha yang ceroboh dapat merugikan konsumen, untuk itu diperlukan pengaturan yang khusus mengatur keberadaan pelaku usaha mikro berupa makanan jajanan,  karena menyangkut jaminan kesehatan dan keamanan  bagi masyarakat. 

Diperlukannya pengaturan atau kebijakan mengenai keberadaan makanana jajanan, berkaitan erat dengan politik hukum di Indonesia. Yang dimaksud dengan politik hukum menurut pendapat Bintan Reden Saragih adalah :

Kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui  lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu dirubah, atau hukum mana yang perlu dipertahankan atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintah dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan Negara (seperti mensejahterakan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud.  27) 

Dengan demikian perlu dikaji kembali, apakah kebijakan hukum atau politik hukum yang berkaita dengan kesehatan, pangan, keamanan, mutu dan gizi pangan, serta pelabelan dan iklan masih relevan atau tidak, asih dapat dipertahankan atau tidak

Menurut Mahmud Mulyadi :

Politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.28).
Di sisi lain, kebijakan hukum pidana (penal policy) menurut Wisnubroto merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal – hal :

a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;

b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;

c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyrakat dengan hukum pidana;

d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.29).
 Sekalipun demikian demikian Upaya penanggulangan kejahatan yang baik dan efektif menurut pendapat G.P. Hoefnagels dapat ditempuh dengan :

a. Penerapan hukum pidana (criminal Law Aplication)    

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
c. mempengaruhi pandangan masyarakat  mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media) 30).
Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) 31).
Menurut pendapat Muladi dan Badra Nawawi Arief dalam bukunya :  

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.

Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk kedalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. 32).
Berpedoman kepada pendapat tersebut diatas, maka penggunaan hukum pidana dalam penegakan hukum tidak merupakan suatu keharusan, artinya masih terdapat upaya lain yang dapat dilakukan untuk melakukan upaya penegakan hukum selain dengan menggunakan hukum pidana. 

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, pembentuk undang-undang memberikan sanksi berupa sanksi adminsitrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. 

Sanksi administrasi, nampak dari adanya kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26, maka sanksi administratif yang dikenakan berupa penetapan ganti rugi.

Sanksi perdata Nampak dalam perumusan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum pidana, penegakan hukumnya meliputi aspek preventif berupa kewenangan penyelidikan dan penyidik untuk menemukan tersangka dan membuat terang suatu tindak pidana sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHAP) serta aspek represifnya yaitu penjatuhan sanksi pidana berdasarkan vonis hakim. Hal ini nampak dari perumusan Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yaitu pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak  memenuhi  atau  tidak    sesuai  dengan standar  yang dipersyaratkan  dan ketentuan peraturan perundang­undangan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Sanksi tersebut ditetapkan dengan tujuan pembinaan terhadap  pelaku usaha agar bersikap jujur dalam melakukan kegiatannya serta mendorong  iklim berusaha yang sehat yang dapat mendorong  lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Kaitannya dengan pelaku usaha cilok ini, terdapat paling sedikit dua ketentuan hukum berbentuk undang yang mengaturnya yaitu undang-undang tentang Pangan beserta peraturan pelaksananya dan undang-undang tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Undang-undang tentang Pangan diatur dalam No. 18 Tahun 2012, bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati
produk    pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan,  dan  air,  baik  yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan
bahan   lainnya   yang   digunakan   dalam   proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman, sedangkan Pangan  Olahan  adalah  makanan  atau  minuman  hasil proses dengan cara  atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pasal 64 menetapkan setiap orang yang melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menerapkan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan, Penerapan tata cara pengolahan pangan dilakukan   secara  bertahap berdasarkan  jenis  pangan  serta  jenis  dan skala usaha produksi pangan.

Pasal 65 mengatur setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam   Pasal   64   diatas dikenai   sanksi administratif. berupa :

a.   denda;

b.
penghentian   sementara   dari   kegiatan,   produksi, dan/atau peredaran;

c.   penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;

d.  ganti rugi; dan/atau 

e.   pencabutan izin.

Undang-undang tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah No. 20 Tahun 2008, yang di maksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan  usaha perorangan yang  memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan :

a.   kekeluargaan;

b.   demokrasi ekonomi;

c.   kebersamaan;

d.   efisiensi berkeadilan;

e.   berkelanjutan;

f.    berwawasan lingkungan;

g.   kemandirian;

h.   keseimbangan kemajuan; dan 

i.
kesatuan ekonomi nasional.
Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00   (lima
puluh
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha mikro diatur dalam Pasal 40 yaitu :

Setiap orang yang  menguntungkan  diri sendiri  atau  orang lain dengan  mengaku  atau memakai nama  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah     sehingga      mendapatkan     kemudahan      untuk memperoleh dana,   tempat  usaha, bidang dan kegiatan  usaha, atau  pengadaan  barang   dan  jasa  untuk   pemerintah  yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana  penjara paling lama 5 (lima)  tahun dan pidana denda   paling  banyak   Rp10.000.000.000,00 (sepuluh   milyar rupiah).
Pasal 40 ini ditujukan terhadap setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah     sehingga      mendapatkan     kemudahan      untuk memperoleh dana, pasal ini ditujukan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan dana untuk kegiatan usahanya, bukan untuk pelaku usaha yang tidak jujur, demikian pula dalam UUPK untuk pelaku usaha mikro yang tidak jujur undang-undang belum mengatur sanksi yang tegas hal ini nampak dalam penjelasan Undang­Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku  usaha, tetapi  justru  sebaliknya  perlindungan  konsumen dapat  mendorong  iklim berusaha yang sehat yang mendorong  lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Undang­undang  Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap  memberikan  perhatian  khusus kepada pelaku  usaha kecil  dan menengah. Hal  itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Hak konsumen yang tidak didapatkan sepenuhnya dari pelaku usaha untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengosumsi barang dan atau jasa khususnya bagi produk pelaku usaha yang dapat  merusak kesehatan masyarakat,

Mengacu kepada asas-asas perlindungan konsumen, bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan (asas manfaat), partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil (asas keadilan), memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual (asas keseimbangan), memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan (asas keamanan dan keselamatan konsumen) dan pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum (asas kepastian hukum).

Sedangkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen menurut Abdul Kadir  Bagis meliputi : 
a.  Prinsip bertanggung jawab berdasarkan kelalaian
b.  Prinsip praduga lalai dan prinsip bertanggung jawab dengan pembuktian terbaik

c.   Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi

d.   Prinsip tanggung jawab mutlak 33).
Mengacu kepada pendapat Abdul Kadir  Bagis, maka penjual cilok tersebut haruslah mempertanggungjawabkan produknya karena Pasal 8 UUPK menetapkan :

Pelaku usaha dilarang memproduksi, memperdagangkan   barang maupun jasa yang  tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan berat bersih, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, tidak sesuai dengan mutu, tidak sesuai dengan janji, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak mengikuti ketentuan berproduksi, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang dan sebagainya.
Konsekuensi dari pelanggaran Pasal 8 UUPK diatur dalam Pasal 61 : Penuntutan Pidana dapat dilakukan terhadap  pelaku   usaha dan /atau pengurusnya. dalam Pasal  62  (1) UUPK menegaskan pidana yang harus dijalani Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal  15, Pasal 17, Pasal 18 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak dua miliar.
UUPK tidak mengecualikan pelaku usaha makro dari ancaman pidana tersebut, dengan demikian terhadap pedagang cilok yang mengakibatkan keracunan di Kelurahan Cikundul Kecamatan lembur Situ, harus dimintakan pertanggungjawaban  perbuatannya secara hukum.

 Dalam kasus ini tidak terdapat laporan masyarakat kepada Kantor Kepolisian setempat, sehingga tidak terdapat tindakan hukum yang dikenakan terhadap penjual cilok ini, tetapi berdasarkan cerita yang beredar di masyarat juga di Media Massa dan Media Internet, seharusnya penegak hukum peka terhadap masalah yang terjadi di masyarakat.

  Tindakan yang dilakukan terhadap pedagang cilok, hanya dihimbau untuk tidak mengulanginya lagi dan berhati-hati dalam mengolah makanannya, Demikian pula Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi dalam kasus ini tidak dapat berbuat banyak, karena pembinaan terhadap pedagang kecil ini sangat banyak dan mobilisasinya sangat cepat karena mereka tidak menetap dalam suatu tempat.

Pidana yang dapat dikenakan terhadap pedagang cilok ini ada 2 kemungkinan :

1. Apabila cilok tersebut di produksi sendiri, maka pertanggungjawabannya ada pada si pembuat, pelaku usaha tersebut diatas, diancam dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak dua miliar. Selain diancam dengan Pelaku usaha juga dikenakan pidana tambahan berupa :
a. Perampasan barang tertentu;
b. Pengumuman keputusan hakim;

c. Pembayaran ganti rugi;

d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;

e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 

f. Pencabutan izin usaha.
2. Apabila cilok yang dijajakan itu hasil produksi orang lain, maka yang diancam dengan pidana tidak hanya orang yang memproduksi tetapi juga orang yang mengedarkan/menawarkan barang tersebut. 
Sanksi tersebut ditetapkan dengan tujuan pembinaan terhadap  pelaku usaha agar bersikap jujur dalam melakukan kegiatannya serta mendorong  iklim berusaha yang sehat yang dapat mendorong  lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

  Namun, dalam pelaksanaannya tidaklah mudah khususnya untuk pedagang cilok yang menjajajakan dagangannya berkeliling atau tidak menetap, karena identitasnya tidak diketahui, demikian pula didalam melakukan pembinaan dan pengawasan terkendala masalah tempat tinggal karena tidak diketahui tempat tinggalnya.
Tanggung jawab/peran pemerintah terhadap pelaku usaha Mikro yang tidak jujur

Perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masyarakat, karena para konsumen dan masyarakat pada umumnya adalah korban dari pihak produsen yang tidak bertanggung jawab. Oleh Karena itu, pemerintah wajib memberi perhatian khusus pada kegiatan perdagangan nasional. UUPK diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang adil tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha, melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen, baik selaku pengguna, pemanfaat maupun pemakai barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. 
Pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen mempunyai peran yang penting selaku penengah di antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, agar masing-masing pihak dapat berjalan seiring tanpa saling merugikan satu sama lain. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen, untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha untuk :
a. menciptakan iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
c. meningkatnya   kualitas   sumberdaya   manusia  serta   meningkatnya   kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
Sedangkan pengawasan terhadap  penyelenggaraan perlindungan konsumen serta  penerapan ketentuan peraturan perundang­undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan   oleh pemerintah sebagaimana dilaksanakan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait. Pengawasan   oleh  masyarakat  dan  lembaga  perlindungan  konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar. Apabila   hasil   pengawasan   ternyata menyimpang dari peraturan perundang­undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang­undangan yang berlaku.
Perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan dalam hal pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
Pengawas oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa, sedangkan pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survey, meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survey, Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. Penelitian, pengujian dan/atau survei dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

Jadi Pembinaan perlindungan konsumen ini ditujukan untuk  menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha, sedangkan Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
Pengawas oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa. Pengawasan dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang dan atau jasa.
Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar. Pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar. Pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. Penelitian, pengujian dan atau survei dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.
Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa di pasar global. Di samping itu, diharapkan pula tumbuhnya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif
Di dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan menengah, yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kewajiban Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  menumbuhkan  Iklim Usaha  dengan menetapkan peraturan  perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
a.   pendanaan;

b.   sarana dan prasarana;

c.   informasi usaha;

d.   kemitraan;

e.   perizinan usaha;

f.   kesempatan berusaha;

g.   promosi dagang; dan

h.   dukungan kelembagaan.
Karena Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk menumbuhkan iklim usaha, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah pula yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Pembinaan dan pengawasan terhadap   Usaha Mikro, Usaha Kecil,  dan  Usaha  Menengah  yang telah memperoleh Izin Usaha    dilakukan  oleh   Pejabat    secara   teratur   dan  berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.
Pada saat Peraturan  Pemerintah ini mulai  berlaku, Usaha Mikro,  Usaha   Kecil,  dan  Usaha   Menengah   yang  telah melakukan  aktifitas  usaha  dan  belum  memiliki  perizinan usaha, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus melakukan pengurusan perizinan usaha, Dengan demikian pembinaan terhadap Pelaku Usaha Mikro,  Usaha   Kecil,  dan  Usaha   Menengah yang telah memperoleh Izin Usaha    dilakukan  oleh   Pejabat    secara   teratur   dan  berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.  Sedangkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha namun telah melakukan  aktifitas  usaha, diberi waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus melakukan pengurusan perizinan usaha.

Dalam Peraturan  Pemerintah Nomor   7  Tahun   2021 Tentang Kemudahan,  Pelindungan,  Dan Pemberdayaan  Koperasi  Dan  Usaha Mikro,  Kecil,  Dan Menengah, berupa pembinaan dan pemberian fasilitas. Fasilitas yang diberikan berupa perizinan berusaha terintegrasi  secara elektronik (Online Single Submission/OSS). Selain Perizinan Berusaha, pelaku usaha wajib  memiliki sertifikat   standar   produk   yang dilaksanakan   oleh  lembaga   yang  mengelola   Perizinan  Berusaha terintegrasi  secara elektronik, bagi Pelaku Usaha Mikro,  Usaha   Kecil,  dan  Usaha   Menengah   yang  telah melakukan  aktifitas  usaha  tetapi belum  memiliki  perizinan usaha, diberi waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan pengurusan perizinan usaha.

Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro  dan Usaha Kecil, berupa layanan bantuan  dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha  Mikro  dan   Usaha  Kecil  secara gratis. Layanan  bantuan  dan  pendampingan  hukum  meliputi :

a.  penyuluhan hukum;

b.  konsultasi hukum;

c.  mediasi;

d.  penyusunan dokumen hukum;  dan atau

e.  pendampingan di luar pengadilan.

Untuk  memperoleh  layanan  bantuan  dan  pendampingan hukum   bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan :
a. mengajukan    permohonan   secara    tertulis kepada Pemerintah  Pusat  atau Pemerintah  Daerah;
b. memiliki nomor induk berusaha;  dan

c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara,

Jadi bantuan dan pendampingan hukum itu diberikan setelah sebelumnya, pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah  Pusat  atau Pemerintah  Daerah serta telah memiliki nomor induk berusaha. Dengan demikian bantuan dan pendampingan hukum serta kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Usaha   Mikro, Usaha Kecil dan menengah ditujukan kepada pelaku usaha yang telah mempunyai nomor induk berusaha dan mempunyai izin usaha.
Kesimpulan dan Saran

a.  Kesimpulan

1.
Konsumen yang mengalami keracunan karena mengkonsumsi  cilok tidak mendapat perlindungan hukum karena sesaat setelah kejadian, pedagang cilok menghilang, karena menjajakan dagangannya tidak menetap, pemerintah menemui kesulitan dalam melakukan pembinaannya, demikian pula Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi dalam kasus ini tidak dapat berbuat banyak, karena jumlah pedagang kecil ini sangat banyak dan mobilisasinya sangat cepat. 

2. Pemerintah bertanggungjawab terhadap pelaku usaha Mikro yang tidak jujur dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dan mempunyai peran yang penting selaku penengah di antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, Penyelenggaraan pembinaan terhadap pelaku usaha dimaksudkan agar terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Pembinaan terhadap Pelaku Usaha dilakukan  oleh Pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.  Dan bagi  pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha namun telah melakukan  aktifitas  usaha, diberi waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk pengurusan perizinan usaha, melalui fasilitas elektronik yang terintegrasi agar mendapat hak yang sama unttuk mendapat bantuan dan serta pendampingan hukum.

b. Saran 
1. Konsep perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban dari pelaku usaha yang tidak jujur, berkaitan erat dengan penegakan hukum yang harus lebih optimal, karena secara yuridis formal undang-undang telah mengaturnya.

2. Bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap pelaku usaha mikro yang tidak jujur serta tidak mempunyai izin usaha, agar dibuat suatu regulasi yang lebih khusus oleh Peraturan Daerah Kota Sukabumi atau Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Mikro yang belum mempunyai izin, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan atau bekerjasama dengan Kecamatan-kecamatan atau Kelurahan-kelurahan setempat. 
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